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tergabung Janngan sistem kearsipan nasional. Bangunan sistem kearsipan 
nasional aka berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan 
terpercaya. D ngan adanya UU Keterbukaan informasi Publik (UU No. 14 tahun 2008), 
peran lemba a kearsipan menjadi sangat penting. Untuk itu pula maka Negara 
mengeluarka UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP No. 28 tahun 2012 
tentang pela sanaan UU No. 43 tahun 2009. Kedua peraturan tersebut mengatur 
pengelolaan rsip dan lembaga pengelola arsip. Dalam UU No. 43 dan PP 28 
disebutkan p la bahwa perguruan tinggi wajib memiliki lembaga kearsipan. Meskipun 
demikian, se lah UU Kearsipan berjalan empat tahun, masih ada beberapa masalah 
yang harus segera dibenahi. Masalah tersebut adalah kelembagaan lembaga 
kearsipan, 8 M kearsipan, anggaran pengelolaan kearsipan, dan penyediaan sarana 
dan prasaran yang menunjang kegiatan kearsipan. 
8aran/rekom ndasi 
1. 	 Untuk embaga kearsipan perguruan tinggi, Arsip Nasional, sekretariat jenderal 
Kemdi bud, Kemenpan-Reformasi Birokrasi dan BKN perlu duduk bersama 
untuk membahas struktur organisasi lembaga kearsipan perguan tinggi 
sebag imana hasil Rapat Koordinasi Kearsipan yang dilaksanakan di Hotel 
Hahid aya yanggal 27-29 Mei 3013. 
2. 	 Dalam rangka penyediaan tenaga arsiparis perguruan tinggi, Arsip Nasional 
perlu menggandeng ~uruan tinggi untuk menyelenggarakan pelatihan 
kearsi an secara lebih, Arsi~ Nasional juga dirasa perlu mengimbau perguruan 
tinggi ang layak dan memiliki 8DM relevan untuk membuka program studi 
kearsi an. Kemenpan-RB dan BKN juga dirasa perlu mengkaji formasi kenaga 
an 	sesuai yang dibutuhkan oleh lembaga kearsipan dan satuan kerja 
tugas dan tanggung jawab yang besar, lembaga kearsipan perlu 
anggaran yang memadai sehingga lembaga kearsipan dapat 
menja nkan tugasnya sesuai amanat UU secara profesional. 
15 
kearsi 
3. Deng 
pat UN
IV
ER
SI
TA
S 
TE
RB
UK
A
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
tinggi sudah selayaknya mengalokasikan anggaran untuk 
pemba gunan infrastruktur lembaga kearsipan, mulai dari gedung, perabotan, 
dan al t bantu kerja arsiparis dan petugas kearsipan. 
4. 
5. 	 Arsipa s dan petugas kearsipan lainnya harus bekerja secara profesional 
sehing a mendapat pengakuan yang layak sebagai pekerja profesional. Hal itu 
pentin karena kearsipan adalah profesi yang relatif baru di Indonesia. Tanpa 
ari diri kita sendiri untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai tenaga 
nal, orang lain tidak akan mengetahuinya. 
usaha 
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